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PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses yang tidak
hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup
transformasi struktural, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesempatan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pembentukan sistem ekonomi yang
berkelanjutan. Dalam proses tersebut, kegiatan bisnis memegang peranan penting
karena menjadi salah satu penggerak utama produksi, investasi, perdagangan, inovasi,
dan distribusi sumber daya ekonomi. Namun, aktivitas ekonomi dan bisnis tidak dapat
berkembang secara optimal apabila tidak didukung oleh sistem hukum yang mampu
memberikan kepastian, keadilan, perlindungan, dan keteraturan. Oleh karena itu, hukum
bisnis memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung
keberhasilan pembangunan ekonomi.

Secara teoritis, hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi bersifat saling
memengaruhi. Pembangunan ekonomi membutuhkan hukum sebagai landasan normatif
yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, pemerintah, konsumen, tenaga kerja,
investor, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebaliknya, perkembangan
ekonomi juga mendorong perubahan dan pembaruan hukum agar mampu mengikuti
dinamika aktivitas bisnis yang semakin kompleks. Dalam perspektif ini, hukum tidak
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hanya dipahami sebagai seperangkat peraturan yang bersifat mengikat, melainkan juga
sebagai instrumen pembangunan (law as a tool of social engineering) yang dapat
digunakan untuk mengarahkan perilaku ekonomi dan menciptakan tatanan bisnis yang
lebih tertib, adil, produktif, serta berkelanjutan.

Hukum bisnis pada dasarnya mencakup seperangkat norma yang mengatur
berbagai aktivitas ekonomi dan hubungan hukum yang muncul dalam kegiatan usaha.
Ruang lingkupnya meliputi antara lain hukum perusahaan, hukum perjanjian, hukum
perdagangan, hukum investasi, hukum perbankan, hukum persaingan usaha, hukum
perlindungan konsumen, hukum kekayaan intelektual, hukum ketenagakerjaan, hukum
perpajakan, hukum pasar modal, serta mekanisme penyelesaian sengketa bisnis.
Keseluruhan bidang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan pembangunan
ekonomi karena menentukan tingkat keamanan, efisiensi, dan kepastian dalam
pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Keberadaan sistem hukum bisnis yang efektif menjadi semakin penting karena
setiap kegiatan ekonomi pada dasarnya mengandung hubungan kepentingan yang
berpotensi menimbulkan konflik. Hubungan antara produsen dan konsumen, pemilik
modal dan pengelola perusahaan, pengusaha dan pekerja, kreditur dan debitur, serta
antara pelaku usaha dengan pemerintah membutuhkan aturan yang jelas mengenai hak,
kewajiban, tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketika norma
hukum dapat diterapkan secara konsisten, para pelaku ekonomi memperoleh kepastian
dalam melakukan transaksi, membuat kontrak, menanamkan modal, memperoleh
pembiayaan, dan mengembangkan usaha. Sebaliknya, lemahnya kepastian hukum dapat
meningkatkan risiko usaha, biaya transaksi, konflik kepentingan, dan ketidakpercayaan
terhadap lingkungan bisnis.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kualitas institusi hukum merupakan
salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pembangunan ekonomi. Hukum
berfungsi menciptakan struktur insentif dan batasan yang memengaruhi keputusan
individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Kepastian terhadap
hak kepemilikan (property rights), pelaksanaan kontrak (contract enforcement),
perlindungan terhadap investasi, serta efektivitas penyelesaian sengketa merupakan
elemen yang berpengaruh terhadap keberanian masyarakat dan dunia usaha dalam
melakukan investasi maupun inovasi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak
semata-mata bergantung pada ketersediaan modal, sumber daya alam, teknologi, dan
tenaga Kkerja, tetapi juga bergantung pada keberadaan institusi hukum yang efektif.

Integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan
upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Persaingan merupakan
elemen penting dalam sistem ekonomi karena dapat mendorong efisiensi, inovasi,
peningkatan kualitas produk, dan pilihan yang lebih luas bagi konsumen. Akan tetapi,
persaingan yang tidak diatur dapat melahirkan praktik monopoli, Kkartel,
penyalahgunaan posisi dominan, persaingan usaha tidak sehat, dan berbagai tindakan
lain yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bisnis diperlukan untuk
menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dengan perlindungan terhadap
kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, hukum berperan bukan untuk menghambat
aktivitas ekonomi, tetapi menciptakan aturan permainan (rules of the game) yang
memungkinkan kompetisi berlangsung secara adil dan transparan.

Selain kepastian bagi pelaku usaha, pembangunan ekonomi juga harus
memperhatikan perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam posisi lebih lemah
dalam hubungan ekonomi. Konsumen, pekerja, pelaku usaha mikro dan kecil, serta
kelompok masyarakat tertentu dapat menghadapi ketimpangan posisi tawar dalam
kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang hanya mengejar
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pertumbuhan tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan berpotensi menghasilkan
kesenjangan dan ketidakadilan. Hukum bisnis memiliki fungsi korektif dengan
memberikan standar perlindungan tertentu sehingga kepentingan ekonomi tidak semata-
mata ditentukan oleh kekuatan modal dan mekanisme pasar.

Dimensi lain yang penting adalah hubungan hukum bisnis dengan investasi.
Investasi mempunyai peran fundamental dalam pembangunan ekonomi karena dapat
meningkatkan kapasitas produksi, membuka lapangan kerja, mendorong transfer
teknologi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas aktivitas perdagangan.
Keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepastian dan keamanan hukum.
Investor pada umumnya membutuhkan kepastian mengenai perizinan, hak kepemilikan,
perpajakan, kontrak, penyelesaian sengketa, perlindungan investasi, serta konsistensi
regulasi. Kondisi regulasi yang tidak pasti, tumpang tindih, atau sering berubah tanpa
mekanisme transisi yang jelas berpotensi meningkatkan risiko investasi dan biaya
berusaha. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pembangunan ekonomi memiliki
keterkaitan erat dengan kualitas regulasi dan penegakan hukum di bidang bisnis.

Perkembangan globalisasi semakin memperkuat urgensi integrasi hukum bisnis
dalam pembangunan ekonomi. Aktivitas bisnis saat ini tidak lagi terbatas pada wilayah
nasional, tetapi telah berkembang melalui perdagangan internasional, investasi lintas
negara, perusahaan multinasional, rantai pasok global, serta transaksi berbasis
teknologi. Interaksi tersebut menimbulkan hubungan hukum yang semakin kompleks
karena melibatkan berbagai sistem hukum, standar internasional, dan kepentingan
ekonomi yang berbeda. Suatu negara dituntut memiliki regulasi bisnis yang mampu
memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional sekaligus adaptif terhadap
perkembangan perdagangan dan investasi global.

Transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi hukum bisnis.
Perkembangan perdagangan elektronik, teknologi finansial, kontrak elektronik,
kecerdasan buatan, platform digital, aset digital, sistem pembayaran elektronik, dan
pemanfaatan data pribadi telah mengubah pola hubungan antara perusahaan dan
masyarakat. Perubahan tersebut menghasilkan peluang ekonomi yang besar, tetapi
sekaligus menciptakan berbagai risiko hukum baru, seperti keamanan transaksi,
perlindungan data pribadi, tanggung jawab platform, perlindungan konsumen digital,
persaingan usaha dalam ekonomi platform, serta kemungkinan terjadinya kejahatan
berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum bisnis harus
mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi agar tidak tertinggal dari perkembangan
teknologi dan model bisnis.

Di samping itu, paradigma pembangunan ekonomi kontemporer mengalami
pergeseran dari pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan menuju
pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Perusahaan tidak hanya
dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial,
perlindungan lingkungan, tata kelola perusahaan yang baik, serta dampak kegiatan
usaha terhadap berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, hukum bisnis
mempunyai peranan dalam mendorong praktik good corporate governance, tanggung
jawab sosial perusahaan, perlindungan lingkungan, transparansi, akuntabilitas, serta
perilaku bisnis yang beretika. Integrasi antara aspek ekonomi, hukum, sosial, dan
lingkungan menjadi penting agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Bagi Indonesia, integrasi hukum bisnis dengan pembangunan ekonomi memiliki
relevansi yang sangat besar mengingat struktur perekonomian nasional melibatkan
pelaku usaha dengan karakteristik yang beragam, mulai dari usaha mikro, kecil, dan
menengah hingga perusahaan berskala besar dan perusahaan yang terintegrasi dalam
jaringan bisnis internasional. Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sistem

179



/ JUIRNALL EISONORI & BISNIS ot

PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMIDAN MANAJEMEN p ISSN 2089 1210
\ UNIVERSITAS SAMAWA = . -
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb Pp. 177 - 189

hukum yang mampu memberikan kesempatan berusaha secara luas, menjamin kepastian
dan perlindungan hukum, mendorong investasi, menjaga persaingan usaha yang sehat,
melindungi konsumen, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan
secara lebih merata. Dalam hal ini, pembentukan maupun penerapan hukum bisnis harus
mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha, kepentingan
masyarakat, dan kepentingan negara.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa keberadaan peraturan perundang-
undangan secara formal belum selalu menjamin terciptanya lingkungan bisnis yang
ideal. Efektivitas hukum juga ditentukan oleh kualitas substansi hukum, konsistensi
regulasi, koordinasi antarlembaga, kapasitas aparat penegak hukum, budaya hukum
masyarakat, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha. Regulasi yang terlalu kompleks dapat
meningkatkan biaya kepatuhan dan menghambat aktivitas bisnis, sedangkan regulasi
yang terlalu longgar dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan merugikan
kepentingan publik. Oleh karena itu, tantangan utama dalam pengembangan hukum
bisnis adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan kepastian hukum,
fleksibilitas ekonomi, efisiensi usaha, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam kerangka teoritis, integrasi hukum bisnis dan pembangunan ekonomi
menunjukkan bahwa hukum perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan
pembangunan, bukan sebagai unsur yang berdiri sendiri. Kebijakan ekonomi yang baik
membutuhkan dukungan kerangka hukum yang jelas, sementara pembangunan hukum
harus mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dari regulasi yang diterapkan.
Pendekatan yang terintegrasi memungkinkan hukum berfungsi secara preventif,
regulatif, protektif, fasilitatif, dan korektif dalam kehidupan ekonomi. Hukum dapat
mencegah praktik bisnis yang merugikan, mengatur hubungan antaraktor ekonomi,
melindungi pihak-pihak yang rentan, memfasilitasi investasi dan transaksi, sekaligus
menyediakan mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa.

Dengan demikian, kajian mengenai integrasi hukum bisnis dalam pembangunan
ekonomi menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dapat memberikan
kontribusi nyata terhadap terciptanya sistem ekonomi yang produktif, kompetitif,
berkeadilan, dan berkelanjutan. Kajian ini tidak hanya melihat hukum bisnis sebagai
aturan yang membatasi aktivitas perusahaan, tetapi sebagai infrastruktur kelembagaan
yang menentukan kualitas aktivitas ekonomi. Semakin baik kualitas hukum dan
penegakannya, semakin besar peluang terciptanya kepercayaan, kepastian usaha,
peningkatan investasi, perlindungan terhadap pemangku kepentingan, serta efisiensi
transaksi ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi dan
hukum bisnis merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan
ekonomi membutuhkan kerangka hukum yang mampu mengikuti perkembangan pasar,
teknologi, investasi, dan perubahan sosial, sedangkan hukum bisnis membutuhkan
pemahaman terhadap dinamika ekonomi agar regulasi yang dibentuk tidak menjadi
hambatan bagi pertumbuhan dan inovasi.

Oleh karena itu, kajian teoritis mengenai “Integrasi Hukum Bisnis Dalam
Pembangunan Ekonomi: Kajian Teoritis” sangat penting dilakukan untuk
mengidentifikasi fungsi, hubungan, serta kontribusi hukum dalam menciptakan
pembangunan ekonomi yang dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, pemerataan,
perlindungan kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Melalui
penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan model atau kerangka konseptual yang jelas
mengenai bagaimana hukum bisnis berfungsi secara optimal sebagai instrumen
penggerak pembangunan ekonomi yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pelaku
usaha, dan melindungi kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
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METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian
kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada
analisis teoritis terhadap hubungan antara hukum bisnis dan pembangunan ekonomi
tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Fokus utamanya adalah menelaah
konsep, teori dan regulasi yang relevan guna memahami bagaimana hukum dapat
berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya
mengandalkan data sekunder, sejalan dengan sifatnya sebagai penelitian hukum
normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (library
research) dan dokumentasi, di mana peneliti secara sistematis mengumpulkan dan
menelaah bahan-bahan tertulis. Sumber data yang dikaji, meliputi Bahan Hukum
Primer, yang menjadi otoritas utama mencakup semua peraturan perundang-undangan
terkait hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi nasional, seperti UU No.11 tahun
2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman Modal; Bahan
Hukum Sekunder, berupa interpretasi dan analisis para ahli, seperti buku-buku referensi
hukum, artikel pada jurnal-jurnal ilmiah, serta laporan dan working paper yang relevan;
dan Bahan Hukum Tersier, yang berfungsi sebagai penunjang yang memberikan
petunjuk, penjelasan, atau informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, media massa dan internet.
Pemilihan literatur dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih dokumen yang
memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk
menjelaskan keterkaitan antara aspek hukum dan ekonomi dalam pembangunan
nasional. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara menafsirkan isi
peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan teori serta fakta hukum yang
ada. Dengan demikian, analisis dilakukan tanpa perhitungan statistik, tetapi melalui
penalaran logis dan argumentative.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Review Literatur
1. Kerangka Hukum Bisnis dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia
Dalam konteks Indonesia, integrasi hukum bisnis dengan pembangunan
ekonomi tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur kegiatan ekonomi. Selain
ketentuan dalam hukum perdata dan kontrak, beberapa regulasi utama meliputi UU
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Sejumlah ketentuan dalam regulasi bisnis tersebut kemudian mengalami perubahan
melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum bisnis
memiliki cakupan yang bersifat lintas bidang. Pembangunan ekonomi membutuhkan
kepastian bagi investasi, perusahaan, transaksi perdagangan, konsumen, dan
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persaingan usaha secara bersamaan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum bisnis bukan
hanya ditentukan oleh kualitas satu regulasi, tetapi juga oleh harmonisasi
antarketentuan serta konsistensi pelaksanaannya.

Dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan terhadap integrasi tersebut
semakin besar akibat transformasi ekonomi digital. Perdagangan elektronik, transaksi
digital, platform ekonomi, dan penggunaan data menciptakan bentuk hubungan
bisnis yang semakin kompleks. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum bisnis perlu
memiliki karakter adaptif: memberikan kepastian dan perlindungan tetapi sekaligus
tidak menciptakan hambatan yang tidak proporsional terhadap inovasi. Pendekatan
World Bank mengenai lingkungan regulasi bisnis juga menekankan pentingnya
regulasi yang transparan dan efektif sambil tetap menangani risiko dan melindungi
kepentingan publik.

2. Peran Strategis Hukum Bisnis dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum bisnis memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur aktivitas
ekonomi modern yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam praktiknya, kegiatan
bisnis melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, konsumen, investor,
pemerintah, dan masyarakat luas. Interaksi yang terjadi di antara pihak-pihak
tersebut menimbulkan hubungan hukum yang membutuhkan aturan yang jelas agar
aktivitas ekonomi dapat berjalan secara tertib, adil, dan efisien. Oleh karena itu,
keberadaan hukum bisnis menjadi sangat penting sebagai kerangka normatif yang
mengatur berbagai aktivitas usaha serta memberikan pedoman bagi pelaku ekonomi
dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Dalam konteks yang lebih luas, hukum bisnis memiliki peran penting dalam
beberapa aspek berikut ini:

a. Memberikan Kapasitas Hukum dan Stabilitas Usaha
Investasi dan perdagangan tidak akan berkembang jika pelaku usaha tidak
memilki jaminan kepastian hukum. Sistem hukum bisnis yang jelas dan terukur
membantu menciptakan stabilitas iklim usaha sehingga pelaku ekonomi dapat
merencanakan kegiatan ekonominya dengan baik.
b. Mendorong Iklim Investasi yang Sehat
Integrasi  hukum  bisnis kedalam kebijakan pembangunan dapat
meningkatkan daya tarik investasi,baik domestik maupun asing. Kepastian hukum
atas hak kepemilikan,kontrak,dan perlindungan investor akan meningkatkan arus
modal masuk dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.
c. Perlindungan terhadap Pelaku Ekonomi dan Konsumen
Hukum bisnis berfungsi untuk melindungi hak-hak pelaku usaha serta
konsumen. Perlindungan ini menciptakan kepercayaan publik terhadap pasar dan
memperkuat fondasi pembangunan ekonomi ysng berkelanjutan.
d. Mendukung Pertumbuhan UMKM
UMKM merupakan tulang punggung perekonomian indonesia. Regulasi
hukum bisnis yang sederhana dan inklusif membantu UMKM untuk
berkembang,memperolen akses mmodal,dan ikut berkontribusi dalam
pembangunan nasional.
3. Integrasi Hukum Bisnis dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Perkembangan pemikiran mengenai pembangunan menyebabkan orientasi
hukum bisnis tidak lagi semata-mata ditujukan pada efisiensi dan pertumbuhan.
Kegiatan bisnis juga menghasilkan konsekuensi sosial dan lingkungan sehingga
hukum memiliki fungsi untuk memastikan bahwa penciptaan keuntungan ekonomi
tidak menghasilkan beban yang tidak proporsional bagi masyarakat. Dengan
demikian, hukum bisnis tidak dipandang hanya sebagai instrumen normatif yang
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menentukan apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam kegiatan usaha, tetapi
sebagai infrastruktur institusional pembangunan ekonomi. Melalui pengintegrasian
fungsi tersebut dapat menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi yang tidak hanya
mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin terciptanya sistem ekonomi yang
inklusif, kompetitif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Adapun tujuan utama integrasi hukum bisnis dalam kebijakan pembangunan
ekonomi di Indonesia, diantaranya adalah:
a. Reformasi Regulasi dan Birokrasi
Pemerintah indonesia melakukan reformasi hukum untuk menciptakan
kemudahan berusaha,salah satunya melaui Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan perizinan usaha dan
meningkatkan investasi.
b. Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah
Salah satu tantangan dalam pembangunan ekonomi adalah tumpang tindih
regulasi. Pemerintah terus berupaya menyelaraskan aturan pusat dan daerah agar
tidak terjadi ketidakkonsistenan hukum yang dapat menghambat dunia usaha.
c. Digitalisasi Sistem Hukum dan Perizinan
Melalui Kementrian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia,pemerintah mendorong digitalisasi layanan hukum dan
perizinan usaha untuk mempercepat proses investasi. Digitalisasi juga
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
d. Penguatan Penegakan Hukum
Integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi tidak hanya tentang
peraturan,tetapi juga efektivitas penegakannya. Tanpa penegakan hukum yang
tegas dan adil,investor dan pelaku usaha akan kehilangan kepercayaan terhadap
sistem ekonomi.
4. Tantangan Integrasi Hukum Bisnis dan Pembangunan Ekonomi
Dalam perkembangan selanjutnya, pengintegrasian hukum bisnis dan
pembangunan ekonomi menghadapi banyak tantangan, diantaranya adalah:
a. Lemahnya Penegakan Hukum
Meskipun regulasi sudah banyak dibuat,lemahnya implementasi dan
penegakan hukum menjadi hambatan serius. Praktik korupsi,kolusi,dan nepotisme
juga memperburuk iklim usaha.
b. Tumpang Tindih Regulasi
Peraturan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah sering menimbulkan
ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha.
c. Kurangnya Literasi Hukum
Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum memahami peraturan
hukum bisnis,sehingga mereka rentan terhadap permasalahan hukum dalam
berusaha.
d. Perkembangan Teknologi yang Cepat
Perubahan ekonomi digital menuntut adaptasi hukum bisnis secara cepat
dan fleksibel. Banyak regulasi yang belum mengikuti perkembangan teknologi
seperti e-commerce,fintech,dan ekonomi berbasis platform.
5. Peluang dan Strategi Penguatan Integrasi Hukum Bisnis dan Pembangunan
Ekonomi
Integrasi hukum bisnis dan pembangunan ekonomi membuka peluang besar
untuk menarik investasi dan menciptakan kepastian usaha melalui reformasi regulasi
yang transparan, kepatuhan kontrak yang kuat, serta perlindungan hukum bagi
pelaku usaha lokal maupun asing guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional
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yang berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka diperlukan strategi yang
tepat, diantaranya adalah:
a. Reformasi Hukum dan Birokrasi yang Konsisten
Pemerintah perlu terus melakukan pembenahan sistem hukum dan regulasi
agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi.
b. Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Hukum dan Ekonomi
Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta pelaku usaha
perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan efektivitas implementasi
hukum bisnis.
c. Kolaborasi Multipihak
Integrasi hukum bisnis membutuhkan kolaborasi antara pemerintah,pelaku
usaha,akademisi,dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan
regulasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pasar.
d. Pemanfaatan Teknologi Hukum (Legal Tech)
Teknologi dapat membantu meningkatkan transparansi, mempercepat proses
hukum,dan mengurangi praktik korupsi dalam proses perizinan dan penyelesaian
sengketa bisnis.

Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum bisnis memiliki kedudukan yang sangat
penting dalam proses pembangunan ekonomi karena aktivitas ekonomi pada dasarnya
tidak berlangsung dalam ruang yang bebas dari aturan. Setiap kegiatan produksi,
distribusi, investasi, pembiayaan, perdagangan, maupun hubungan kontraktual
memerlukan kerangka hukum yang dapat memberikan kepastian mengenai hak,
kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Dengan demikian, pembangunan ekonomi
tidak hanya bergantung pada ketersediaan modal, sumber daya manusia, teknologi, dan
pasar, tetapi juga pada kualitas institusi hukum yang menopang berlangsungnya
kegiatan ekonomi. Dalam perspektif kelembagaan, hukum dapat dipahami sebagai
seperangkat aturan formal yang membentuk struktur insentif bagi pelaku ekonomi.
North (1990) menjelaskan bahwa institusi berfungsi sebagai rules of the game yang
membatasi sekaligus mengarahkan perilaku individu dan organisasi. Dalam konteks
tersebut, hukum bisnis menjadi salah satu institusi formal yang menentukan kualitas
interaksi ekonomi dan bisnis.

Berdasarkan keseluruhan kajian, hubungan antara hukum bisnis dan pembangunan
ekonomi dapat dipahami sebagai hubungan yang saling memperkuat. Pembangunan
ekonomi membutuhkan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian,
perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Sebaliknya, perkembangan
ekonomi juga mendorong perubahan dan pengembangan hukum agar mampu
merespons munculnya bentuk transaksi, organisasi bisnis, teknologi, dan hubungan
ekonomi yang semakin kompleks. Dengan demikian, hukum dan ekonomi tidak dapat
ditempatkan sebagai dua bidang yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sistem yang
saling berinteraksi.

Secara teoritis, integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi dapat
dijelaskan melalui beberapa mekanisme utama, yaitu: (1) menciptakan kepastian hukum
bagi pelaku ekonomi; (2) melindungi hak kepemilikan dan hak kontraktual; (3)
menekan risiko dan biaya transaksi; (4) meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku
pasar; (5) menciptakan persaingan usaha yang sehat; (6) memberikan perlindungan
kepada konsumen dan pelaku usaha; (7) mendorong tata kelola bisnis yang transparan
dan akuntabel; serta (8) menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan
sosial, dan keberlanjutan.
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1. Hukum Bisnis sebagai Landasan Kepastian dalam Aktivitas Ekonomi

Integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi pertama-tama terlihat
dari kemampuannya menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi.
Kepastian hukum menjadi penting karena keputusan bisnis selalu berkaitan dengan
risiko, baik dalam investasi, pemberian kredit, transaksi perdagangan, maupun
pembentukan kerja sama bisnis. Ketika aturan hukum jelas, konsisten, dan dapat
ditegakkan, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat dalam memprediksi
konsekuensi dari setiap keputusan bisnis yang dilakukan. Sebaliknya, ketidakpastian
hukum dapat meningkatkan risiko usaha dan mendorong pelaku ekonomi untuk
menunda investasi atau mengalihkan sumber daya ke lingkungan bisnis yang dinilai
lebih aman.

Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui berbagai aspek hukum bisnis,
antara lain hukum perjanjian, hukum perusahaan, hukum investasi, hukum
perlindungan konsumen, hukum persaingan usaha, hukum kepailitan, serta ketentuan
mengenai penyelesaian sengketa. Keberadaan aturan tersebut memastikan bahwa
hubungan antara pelaku usaha, investor, konsumen, tenaga kerja, kreditur, dan
pemerintah memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
demikian, hukum bisnis bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan
konflik setelah sengketa terjadi, tetapi juga berfungsi secara preventif dengan
menciptakan batas, prosedur, dan standar perilaku dalam aktivitas ekonomi.

2. Hukum Bisnis dan Efisiensi Transaksi Ekonomi

Temuan teoritis berikutnya menunjukkan bahwa hukum bisnis dapat
berkontribusi terhadap efisiensi kegiatan ekonomi melalui pengurangan risiko dan
biaya transaksi. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, transaksi ekonomi tidak
hanya menimbulkan biaya produksi, tetapi juga biaya untuk mencari informasi,
melakukan negosiasi, menyusun kontrak, melakukan pengawasan, dan
menyelesaikan sengketa. Coase (1960) menekankan pentingnya biaya transaksi
dalam menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi diorganisasikan. Dalam konteks
ini, keberadaan hukum bisnis yang jelas dapat mengurangi ketidakpastian mengenai
hak dan kewajiban para pihak sehingga biaya yang muncul akibat transaksi dapat
ditekan.

Kontrak merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan efisiensi
tersebut. Perjanjian yang memiliki kekuatan hukum memberikan jaminan bahwa hak
dan kewajiban yang telah disepakati dapat dilaksanakan dan, apabila terjadi
pelanggaran, tersedia mekanisme hukum untuk memperoleh penyelesaian. Kondisi
ini meningkatkan kepercayaan antarpelaku ekonomi karena mereka tidak hanya
bergantung pada hubungan personal, tetapi juga memperoleh perlindungan melalui
institusi hukum. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum,
semakin besar pula peluang terjadinya perluasan transaksi ekonomi, kerja sama
bisnis, investasi, dan inovasi.

3. Perlindungan Hak sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa hukum bisnis memiliki fungsi penting
dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak pelaku ekonomi. Perlindungan
tersebut mencakup hak kepemilikan, hak atas kekayaan intelektual, hak investor dan
kreditur, hak konsumen, serta hak para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.
Perlindungan hak kepemilikan memberikan keyakinan bahwa sumber daya dan aset
yang dimiliki oleh individu maupun perusahaan tidak dapat diambil atau dialihkan
secara sewenang-wenang. Kepastian tersebut mendorong pelaku usaha untuk
melakukan investasi jangka panjang karena hasil dari investasi yang dilakukan
memperoleh perlindungan hukum.

185



/ JUIRNALL EISONORI & BISNIS ot

PUSAT RISET DAN PUBLIKASI FAKULTAS EKONOMIDAN MANAJEMEN p ISSN 2089 1210
\ UNIVERSITAS SAMAWA = . -
http://e-journallppmunsa.ac.id/index.php/jeb Pp. 177 - 189

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga memiliki keterkaitan
yang erat dengan pembangunan ekonomi modern. Dalam ekonomi berbasis
pengetahuan, nilai tambah tidak hanya berasal dari sumber daya fisik, tetapi semakin
banyak berasal dari inovasi, teknologi, merek, desain, dan kreativitas. Oleh karena
itu, sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap inovasi dapat
memberikan insentif kepada pelaku usaha untuk terus melakukan penelitian dan
pengembangan. Pada titik ini, hukum bisnis tidak lagi sekadar berfungsi sebagai
regulator kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen yang dapat mendorong
inovasi dan peningkatan daya saing.

4. Hukum Bisnis, Keadilan, dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa hukum bisnis tidak seharusnya hanya
diposisikan sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
sebagai sarana untuk menjamin keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu secara otomatis menghasilkan
kesejahteraan yang merata apabila struktur hukum dan kelembagaan tidak mampu
melindungi kelompok ekonomi yang lebih lemah. Oleh karena itu, kebijakan hukum
bisnis perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesempatan berusaha, perlindungan
tenaga kerja, perlindungan konsumen, dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam perspektif tersebut, hukum bisnis memiliki fungsi korektif terhadap
kemungkinan munculnya eksternalitas negatif dari kegiatan ekonomi. Kegiatan
bisnis dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi pada saat yang sama
berpotensi menimbulkan kerugian sosial atau lingkungan. Regulasi diperlukan agar
biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tidak sepenuhnya ditanggung oleh
masyarakat. Karena itu, prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, kepatuhan
lingkungan, serta praktik bisnis yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari
perkembangan hukum bisnis modern.

Integrasi antara hukum bisnis dan pembangunan ekonomi dengan demikian
mengarah pada paradigma pembangunan yang lebih luas. Keberhasilan
pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan output ekonomi, tetapi
juga berdasarkan kemampuan sistem ekonomi dalam menghasilkan keadilan,
kepastian, perlindungan, dan keberlanjutan. Hukum bisnis menjadi instrumen yang
menjembatani kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kepentingan sosial dan
lingkungan sehingga proses pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih
luas kepada masyarakat.

Pada akhirnya, hukum bisnis memiliki dua fungsi yang berjalan secara simultan.
Pertama, fungsi fasilitatif, yaitu menciptakan kondisi yang memungkinkan kegiatan
investasi, perdagangan, pembiayaan, inovasi, dan kerja sama bisnis berkembang secara
efisien. Kedua, fungsi regulatif dan protektif, yaitu memastikan bahwa proses
penciptaan nilai ekonomi tidak mengabaikan keadilan, hak para pemangku kepentingan,
kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan. Integrasi kedua fungsi tersebut menjadikan
hukum bisnis bukan sekadar perangkat normatif untuk mengendalikan dunia usaha,
melainkan salah satu fondasi institusional utama bagi terwujudnya pembangunan
ekonomi yang inklusif, berkeadilan, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan kajian ini mempertegas bahwa kualitas hukum bisnis
dapat menjadi salah satu faktor institusional yang menentukan kualitas pembangunan
ekonomi. Keberadaan peraturan semata belum cukup apabila tidak didukung oleh
konsistensi implementasi, penegakan hukum yang efektif, akses terhadap penyelesaian
sengketa, serta kemampuan regulasi untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi.
Oleh sebab itu, integrasi hukum bisnis dalam pembangunan ekonomi harus dilakukan
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bukan hanya melalui pembentukan peraturan, tetapi juga melalui penguatan institusi,
peningkatan efektivitas penegakan hukum, harmonisasi regulasi, dan pembentukan
budaya kepatuhan dalam dunia usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian teoritis, dapat disimpulkan bahwa integrasi hukum bisnis
dalam pembangunan ekonomi memiliki peran yang fundamental dalam menciptakan
sistem ekonomi yang tertib, efisien, adil, dan berkelanjutan. Hukum bisnis tidak hanya
berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengendalikan aktivitas usaha, tetapi juga
sebagai instrumen institusional yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan
kepentingan para pelaku ekonomi, menjamin pelaksanaan kontrak, mengurangi risiko
dan biaya transaksi, serta meningkatkan kepercayaan investor. Melalui pengaturan
mengenai perjanjian, perusahaan, investasi, perlindungan konsumen, persaingan usaha,
hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa, hukum bisnis membentuk
lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi dan investasi.

Selain mendukung efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, hukum bisnis juga
memiliki fungsi regulatif dan protektif dalam menjaga keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha, konsumen, investor, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan
persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan yang
transparan dan akuntabel, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan menunjukkan
bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan
keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.
Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, hukum bisnis juga dituntut untuk
adaptif terhadap perubahan teknologi dan bentuk transaksi baru agar tetap mampu
memberikan kepastian sekaligus ruang bagi inovasi.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh
kualitas sistem hukum bisnis, baik dari aspek substansi peraturan, kelembagaan,
maupun efektivitas penegakannya. Integrasi hukum bisnis dalam pembangunan
ekonomi perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan institusi hukum,
peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa, perlindungan terhadap seluruh
pemangku kepentingan, serta pembentukan budaya kepatuhan dalam dunia usaha. Oleh
karena itu, hukum bisnis harus ditempatkan bukan hanya sebagai alat pengendalian
aktivitas ekonomi, tetapi sebagai fondasi strategis untuk mewujudkan pembangunan
ekonomi yang inklusif, berkeadilan, kompetitif, dan berkelanjutan.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis
ingin mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu:
1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
Perlu dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi bisnis agar tercipta
kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta perlindungan yang seimbang bagi
pelaku usaha, investor, konsumen, dan masyarakat. Selain itu, penguatan
kelembagaan serta konsistensi penegakan hukum perlu terus ditingkatkan agar
regulasi tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan
secara nyata dalam aktivitas ekonomi.
2. Bagi Lembaga Penegak Hukum
Diperlukan peningkatan efektivitas, transparansi, kecepatan, dan aksesibilitas
dalam penyelesaian sengketa bisnis. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien
dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor serta mengurangi
ketidakpastian dan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi.
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3. Bagi Pelaku Usaha
Kepatuhan terhadap hukum bisnis perlu ditempatkan sebagai bagian dari tata
kelola perusahaan, bukan sekadar kewajiban administratif. Pelaku usaha juga perlu
meningkatkan pemahaman mengenai hukum perjanjian, perlindungan konsumen,
persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, perlindungan data, serta tanggung jawab
sosial dan lingkungan agar kegiatan bisnis dapat berlangsung secara sehat dan
berkelanjutan.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini melalui
pendekatan empiris dengan menguji hubungan antara kualitas regulasi bisnis,
kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, investasi, dan pertumbuhan
ekonomi. Penelitian juga dapat dilakukan secara komparatif antarwilayah atau
antarnegara sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas
integrasi hukum bisnis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif,
berkeadilan, kompetitif, dan berkelanjutan.
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